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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL) 
 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah 

memberikan banyak manfaat dalam kemajuan diberbagai aspek sosial. 

Penggunaan teknologi oleh manusia dalam membantu menyelesaikan 

pekerjaan merupakan hal yang menjadi keharusan dalam kehidupan. Namun 

perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan pada 

Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini tentu menjadi pendorong bagi kita 

untuk dapat menjadi tenaga kerja terampil dengan sumber daya manusia yang 

memadai guna meraih peluang yang terbatas. Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara (UMSU) sebagai salah satu lembaga pendidikan tertinggi, 

mempunyai program yang lebih menitik beratkan pada sistem pendidikan 

profesionalisme. Dengan harapan sistem tersebut dapat melahirkan sumber 

daya yang berkualitas, terampil dan berdisiplin tinggi yang nantinya dapat 

memuhi permintaan dunia kerja usaha. 

Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara telah menciptakan suatu progam yang berkualitas dan 

merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa/i sebelum 

menyelesaikan studinya. Program tersebut adalah dengan melaksanakan 

Program Pengalaman Lapangan (PPL). Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

merupakan salah satu mata kuliah wajib tempuh untuk melatih mahasiswa/i 

untuk menetapakan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki selama 
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pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan direalisasikan 

dalam lapangan (dunia kerja). Tujuannya agar lulusan UMSU mampu bekerja 

dengan baik dan profesional sesuai dengan bidangnya masing masing. 

Didalam penerapannya UMSU bekerja sama dengan banyak KPP. Dengan 

harapan mahasiswa/i yang melaksanakan program pengalaman lapangan ini 

dapat mengaplikasikan ilmu yang diterima selama masa perkuliahan dengan 

kenyataan dunia kerja khususnya mahasiswa/i program studi D-3 Manajemen 

Perpajakan. 

Dengan demikian Program Pengalaman Lapangan (PPL) ini merupakan 

langkah awal yang bagus agar mahasiswa/i tersebut tidak akan merasa kaku 

atau canggung lagi saat bekerja juga dapat meningakatkan pengalaman, 

keahlian dan memperoleh gambaran dunia kerja nyata. 

 

2. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL) 
 

Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan bentuk 

kerja yang dipraktekkan langsung oleh mahasiswa/i di suatu Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Belawan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

Ahli Madya (A.Md). Disini penulis ditempatkan di seksi Pelayanan. Ruang 

Lingkup yang dikerjakan pada seksi Pelayanan adalah melakukan penetapan 

dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan 

berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta 

penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi 

Wajib Pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan. 
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Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan ini dilaksanakan di Kantor 

Pajak Pratama Belawan. Semua kegiatan operasional dilakukan bersama 

dengan semua pihak dalam lingkup organisasi KPP Pratama Belawan. Secara 

garis besar kompetensi mahasiswa/i yang diharapkan terwujud dari program 

PPL adalah sebagai berikut: 

1. Kompetensi Profesional 
 

Kompetensi profesional adalah kemampuan yang harus dimiliki agar 

tugas-tugas dapat diselesaikan dengan optimal. Didalam kompetensi ini, 

maka dapat dijelaskan khususnya untuk penulis di dalam pelaksanaan PPL 

di KPP Pratama Medan Belawan aspek ini mencakup mengenai 

pemahaman dan penguasaan pada tugas yang telah dimiliki penulis pada 

seksi pelayanan dalam pengisian SPT tahunan 2022 menggunakan e- 

Filling. 

2. Kompetensi Personal 
 

Kompetensi personal adalah kecakapan atau kemampuan seseorang 

untuk berkinerja. Yaitu kompetensi yang berkaitan dengan prilaku pribadi 

seseorang khususnya penulis dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan. 

3. Kompetensi Sosial 
 

Kompetensi sosial adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

mahasiswa/i di lingkungan kerja untuk berkomunikasi dan berinteraksi 

secara efektif dan efisien kepada pegawai dikantor tersebut, para wajib 

pajak dan masyarakat sekitar. 
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3. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL) 
 

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, selalu memiliki tujuan sesuai dengan 

yang diharapkan. Demikian dalam halnya Program Pengalaman Lapangan 

(PPL) yang dilaksanakan oleh mahasiswa/i Jurusan Manajemen Perpajakan di 

KPP Pratama Belawan, khususnya bagi mahasiswa/i yang bersangkutan 

adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai sarana perbandingan yang akurat antara ilmu dan keterampilan 

yang di dapat selama perkuliahan dengan kenyataan yang dilaksanakan 

pada lingkungan kerja. 

2. Memberikan sebuah bentuk pengalaman yang sangat nyata secara 

permasalahan yang dihadapi di dunia kerja dan menumbuhkan rasa 

tanggung jawab pada pekerjaan. 

3. Mempersiapkan kemampuan dan meningkatkan rasa percaya diri 

mahasiswa/i sebelum menghadapi dunia kerja secara pengetahuan 

teoritis maupun Pratik di lapangan, sehingga nantinya mahasiswa/i 

tidak kaku dalam hal berkomunikasi, berpenampilan, serta bersopan 

santun dalam hal apapun untuk menciptakan suasana kerja yang lebih 

baik. 

4. Melatih mahasiswa/i untuk dapat bekerja sama dan pergaulan yang 

luas dengan para pekerja yang profesional sebagaimana yang 

diharapkan. 

5. Untuk mengetahui proses-proses kerja yang terdapat di perusahaan. 
 

Proses kerja yang dimaksud adalah bagaimana tenaga kerja, 

kedisiplinan dan keselamatan kerja. 
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Adapun manfaat dalam pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan, 

antara lain : 

a) Manfaat bagi Mahasiswa 
 

1. Untuk meningkatkan profesionalisme memperluas wawasan dalam 

dunia kerja serta menambah pengembangan ilmu pengetahuan 

mahasiswa/i dibidang perpajakan pada umumnya. 

2. Untuk menciptakan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta 

kedisplinan yang nantinya sangat dibutuhkan ketika memasuki 

dunia kerja yang sebenarnya. 

3. Untuk melatih berkomunikasi dan berinteraksi terhadap 

lingkungan yang berbeda dari dunia kampus. 

4. Untuk belajar bekerja sama dalam satu tim untuk memotivasi 

pembelajaran yang lebih lanjut dan merangsang efisiensi dan 

produktifitas. 

5. Dengan dilakukannya Program Pengalaman Lapangan (PPL), 

Mahasiswa/i dituntut sumbangsihnya terhadap instansi baik berupa 

saran maupun kritikan yang bersifat membangun yang menjadi 

sumber masukan untuk meningkatkan kinerja dilingkungan 

instansi tersebut. 

 
b) Manfaat bagi lembaga pendidikan 

 
1. Bisa menjalin hubungan kerjasama antara Lembaga Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan perusahaan 

atau instansi tempat mahasiswa/i melaksanakan PPL (Program 

Pengalaman Lapangan). 
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2. Sebagai acuan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara untuk lebih mendalami lagi materi yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dihadapi penulis selama melaksanakan 

kegiatan PPL (Program Pengalaman Lapangan). 

3. Program pengalaman kerja sebagai ajang mempromisikan 

keberadaan akademik ditengah-tengah dunia kerja. 

4. Untuk menambah relasi kerja. 
 
 

c) Manfaat bagi KPP Pratama Medan Belawan 
 

1. KPP mendapatkan tenaga kerja tambahan untuk melayani Wajib 

Pajak yang ingin dibantu pelaporan SPT Tahunannya. 

2. Meningkatkan kualitas dengan merekrut sejumlah lulusan dari 

lembaga pendidik yang menjadi prioritas KPP. 

3. KPP dapat membantu meningkatkan kualitas SDM. 
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BAB II 
 

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN 
 

1. Kajian Teori 
 

a. Pengertian dan Fungsi Pajak 
 

1) Pengertian Pajak 
 

Pajak merupakan komponen penting bagi pembangunan 

negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam 

pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara 

berdasarkan undang-undang. Pajak menurut Undang-undang Nomor 

16 Tahun 2009 dalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Berikut ini informasi lebih lanjut mengenai 

pengertian pajak menurut para ahli: 

1) Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH 
 

Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada Kas 

Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian 

dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah 

peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk 
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membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk 

public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai 

public investment. 

2) Rifhi Siddiq 
 

Pengertian Pajak adalah iuran yang dipaksakn 

pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada 

wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh 

wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak 

langsung. 

3) Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R 

Pengertian Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari 

sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran 

hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan 

yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang 

langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat 

melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan 

pemerintahan. 

4) Pengertian Pajak Menurut P. J. A. Adriani 
 

Pengertian Pajak adalah iuran masyarakat kepada 

negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang- 

undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk 
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membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas 

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

2) Fungsi Pajak 
 

Di Indonesia, pajak sejatinya memiliki 4 fungsi yaitu: 
 

1) Fungsi Anggaran (Budgetair) 
 

Menjadi sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti 

menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan 

pembangunan. 

2) Fungsi Mengatur (Regulerend) 
 

Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat 

untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya adalah dalam 

rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam 

negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai 

macam fasilitas keringanan pajak. 

 
 

3) Fungsi Stabilitas 
 

Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana 

untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan 

stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini 

dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di 

masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif 

dan efisien. 

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan 
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Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan 

untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga 

untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka 

kesempatan kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat. 

b. Pengertian Wajib Pajak Dan Jenis Wajib Pajak 
 

Menurut Waluyo dalam buku Perpajakan Indonesia (2010:34) 

Wajib Pajak adalah Orang pribadi dan Badan, meliputi pembayar 

pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan perpajakan. 

Menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 1 ayat 2, 

disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pengertian 

Wajib Pajak diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah 

orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak,dan pemungut 

pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundan-undangan perpajakan. 

Jenis Wajib Pajak 
 

1) Wajib Pajak Orang Pribadi 
 

Wajib Pajak orang pribadi adalah subjek pajak yang 

memiliki penghasilan atas usaha sendiri atau memiliki 
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pekerjaan tidak bebas seperti karyawan atau pegawai yang 

hanya memperoleh passive income yang penghasilannya di 

atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP), yaitu Rp 

54.000.000,00 dan setiap wajib pajak mendaftarkan diri dan 

mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). 

 
2) Wajib Pajak Badan 

 
Selain Wajib Pajak Pribadi, Wajib Pajak juga terdapat 

Wajib Pajak Badan. Menurut UU KUP Republik Indonesia 

No.16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa 

badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 

usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan 

nama dan dalam bentuk apa pun, firma , kongsi, koperasi, 

dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan 

organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

c. Kepatuhan Wajib Pajak 
 

1) Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 
 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007  menyatakan bahwa 
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Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan 

perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Terdapat dua 

macam kepatuhan, yaitu: 

a) Kepatuhan Formal 
 

Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-undang perpajakan. 

b) Kepatuhan Material 
 

Suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive 

atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material 

perpajakan, yakni sesuai isi UndangUndang perpajakan. 

2) Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak 
 

Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama 

diadakannya arformasi perpajakan seperti yang diungkapkan 

Guillerno Perrydan John Whalley dalam MercusTaufan Sofyan 

(2005), ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, 

pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam 

kepatuhan dan administrasi perpajakan. Hadi purnomo dalam 

Mercus Taufan Sofyan (2005) menyatakan terdapat tiga 

strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui 

administrasi perpajakan, yaitu: 
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1) Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan 

dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela. 

2) Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang sudah 

patuh supaya dapat mempertahankan atau meningkatkan 

kepatuhannya. 

3) Dengan menggunakan program dan kegiatan yang dapat 

memerangi ketidakpatuhan. 

 
3) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Banyak faktor menjadi penyebab WP tidak mentaati aturan 

yang berlaku dalam Undang-Undang Perpajakan. Hal tersebut 

menjadi tugas petugas pajak untuk melaksanakan penyuluhan 

pajak agar dalam hati nurani wajib pajak sadar mengenai 

pentingnya pajak untuk pembangunan. Seperti yang dikatakan 

oleh Putri et al. (2013) bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap 

aturan pajak dapat dikarenakan: 

1) Kesadaran Wajib Pajak 
 

Kesadaran diperhatikan atas upaya wajib pajak 

untuk membayarkan pajak yang ditanggungnya, dimana 

hal tersebut dapat timbul dari pemahaman pajak. 

Pemahaman pajak yang relatif besar mendorong setiap 

wajib pajak melaksanakan pembayaran tanggungan 

pajaknya dengan tidak terpaksa. 

2) Kewajiban Moral 
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Etika dalam pembayaran pajak ialah tingginya sikap 

wajib pajak. Tingginya sikap wajib pajak berkorelasi 

kepada keharusan wajib pajak dalam memenuhi 

pembayaran pajak terhutang. Wajib pajak yang 

mempunyai moral dan etika yang besar dengan sukarela 

akan melakukan setiap kewajiban perpajakannya. 

3) Kualitas Pelayanan 
 

Pelayanan secara profesional membuat wajib pajak 

merasa senang, hal ini berkorelasi terhadap peningkatan 

keharusan wajib pajak, dimana jasa yang dilakukan 

oleh fiskus berdampak pada kepuasan wajib pajak. 

 
d. Pengertian dan Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 

 
1) Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 

 
Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh Wajib 

pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan 

atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang- 

undangan perpajakan. Bagi Wajib Pajak, mengisi SPT Tahunan 

merupakan salah satu kewajiban yang mesti dipenuhi dalam proses 

pelaporan. Adapun Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan PPh berlaku 

untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT Tahunan 

PPh yang wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir periode 



15 
 

 
 
 

tahun pajak ini dibagi menjadi dua jenis yakni SPT Tahunan 

Perorangan (terdiri atas 3 jenis formulir) dan SPT Badan. 

Untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi mesti dilaporkan oleh 

Wajib Pajak paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. 

Artinya, Anda sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi harus 

melaporkan SPT selambat-lambatnya akhir Maret setiap tahunnya. 

Sedangkan SPT Pajak Badan diperuntukkan untuk Wajib Pajak 

berbentuk badan usaha, yang harus disampaikan selambat- 

lambatnya empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau bulan 

April di setiap tahunnya. SPT Masa ini dipakai untuk melaporkan 

pajak dalam jangka waktu tertentu (bulanan), terdiri dari SPT Masa 

PPh 21, 22, 23, 25, 26, PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh pasal 15, Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 

(PPnBM), dan Pemungut PPN. 

2) Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak 
 

a. Bagi Wajib Pajak 
 

Bagi setiap wajib pajak, SPT memiliki fungsi sebagai suatu 

sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas 

penghitungan jumlah pajak. Seperti pembayaran atau pelunasan 

pajak yang telah dilaksanakan sendiri ataupun melalui 

pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak 

lain. Kemudian, penghasilan yang merupakan suatu objek pajak 

yang dikenai PPh final. Serta pembayaran dari pemotongan atau 

pemungutan pajak orang pribadi atau badan. 
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b. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) 
 

Bagi pengusaha kena pajak atau PKP, SPT memiliki fungsi 

sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan kewajiban pajaknya. Dimana ini 

meliputi setiap perhitungan jumlah PPN dan PPnBM. Terkait 

dengan hal pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak 

Keluaran (PK). Serta melalui pemungutan pajak oleh pihak lain 

dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang- 

undangan perpajakan yang berlaku. 

c. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak 
 

SPT ini memiliki fungsi sebagai sarana untuk melaporkan 

pajaknya. Serta memberikan pertanggungjawaban atas kewajiban 

pajaknya. Yaitu pajak yang telah dipotong atau yang telah 

dipungut oleh pihak lain serta penyetorannya. 

d. Bagi Petugas Pajak 
 

Bagi petugas pajak, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana 

untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditujukan dalam 

rangka melaksanakan serta menjalankan fungsi pengawasan. 

 
e. Sistem Online dan Manfaatnya (Efiling Pajak) 

1). Sistem Online (Efiling Pajak) 

Pajak online adalah sistem elektronik yang disediakan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau pihak lain yang ditunjuk oleh DJP 

yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan transaksi 

elektronik. Salah satu layanan perpajakan online baik yang disediakan 
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oleh DJP Online maupun aplikasi perpajakan mitra resmi DJP adalah 

Efiling. 

Efiling adalah cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 

elektronik secara online pada website DJP Online atau Application 

Service Provider (ASP). Aplikasi efiling pertama kali diperkenalkan 

oleh Application Service Provider (ASP) dan disahkan melalui PER 

Dirjen Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 tentang Tata Cara Penyampaian 

Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan 

Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Dalam perkembangannya DJP 

kemudian mengembangkan aplikasi e-filing milik pemerintah yang 

dapat diakses melalui website Ditjen Pajak yang memiliki dasar hukum 

PER–1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan bagi 

wajib pajak Orang Pribadi (OP) yang menggunakan formulir 1770S 

dan 1770SS yaitu melalui e-Filing melalui website Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP). 

Dengan e-filing, kegiatan mengisi dan mengirim SPT tahunan dapat 

dilakukan dengan mudah dan efisien, karena telah tersedia formulir 

elektronik di layanan pajak online yang akan memandu para pengguna 

layanan. Selain itu, layanan pajak online juga dapat diakses kapan dan 

di mana pun, sehingga penyampaian SPT dapat dilakukan setiap saat 

selama 24 jam. Dengan e-filing, tidak perlu lagi dokumen fisik berupa 

kertas, karena semua dokumen akan dikirim dalam bentuk dokumen 

elektronik. 

Berikut ini proses untuk melakukan e-filling: 
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1) Mengajukan Permohonan Aktivasi EFIN ke KPP Syarat dan 

ketentuan permohonan aktivasi EFIN Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Berdasarkan website resmi perpajakan, yang dimaksud Wajib 

Pajak Orang Pribadi adalah Wajib Pajak Orang Pribadi subjek 

pajak dalam negeri dan Wajib Pajak Orang Pribadi subjek pajak 

luar negeri. Syarat dan ketentuan permohonan EFIN yaitu : 

a. Permohonan dilakukan dengan mendatangi langsung KPP 

terdekat oleh WP sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada 

pihak lain. 

b. WP mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir 

permohonan aktivasi EFIN. 

c. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi : 
 

- KTP (bagi WNI). Paspor dan KITAS/KITAP (bagi WNA). 
 

- NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT). 
 

2) Daftar layanan pajak online 
 

Setelah memperoleh nomor EFIN, Anda dapat mendaftarkan 

diri pada Layanan Online Pajak pada website DJP 

https://djponline.pajak.go.id. Berikut langkah mendaftar DJP 

online : 

a. Masukkan NPWP, nomor EFIN, dan kode keamanan 

kemudian klik “verifikasi”. 

b. Isi data yang diminta dan buat kata sandi Anda. 
 

c. Setelah daftar, Anda akan menerima email berisi identitas 

pengguna, kata sandi dan tautan. 
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d. Klik tautan tersebut untuk mengaktifkan akun DJP online 

Anda. 

e. Setelah Anda terdaftar dan aktif, masuk menu “profil 

lengkap”, kemudian pada menu Hak Akses klik semua fitur 

lalu klik “ubah akses”. Login kembali dan Anda sudah dapat 

menggunakan seluruh layanan online yang terdapat dalam DJP 

online, salah satunya adalah e-filing. 

 
 
 

3) Melaporkan SPT 
 

a. Siapkan data pendukung seperti Bukti Pemotongan Pajak 

1721-A1 (pegawai swasta)/1721-A2 (ASN/Aparatur Sipil 

Negara), daftar harta, daftar susunan keluarga dan data lain 

yang dibutuhkan. 

b. Buka website DJP online. 
 

c. Login dengan akun DJP online Anda (identitas pengguna : 

NPWP dan kata sandi). 

d. Pilih menu “e-filing”. 
 

e. Pilih menu “buat SPT”. 
 

f. Setelah itu akan ada opsi pengisian formulir SPT yang 

diberikan kepada anda baik 1770 SS dan 1770 S. Pilih yang 

sesuai dengan penghasilan Wajib Pajak per tahun. 

g. Isi formulir berdasarkan tahun pajak dan status SPT dan klik 

langkah selanjutnya. 
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h. Di sini Wajib Pajak akan diarahkan untuk mengisi data 

langkah demi langkah yang terdiri dari 18 tahap. Mulai isi data 

terkait penghasilan final, harta yang dimiliki hingga akhir 

tahun pajak, hingga daftar utang yang dimiliki pada tahun 

pajak tersebut. 

i. Jika Wajib Pajak tidak memiliki utang pajak dan lainnya maka 

akan muncul status SPT Wajib Pajak, yakni nihil, kurang bayar 

atau lebih bayar. Kemudian, lakukan isi SPT sesuai dengan 

status. 

j. Jika telah selesai maka klik tombol setuju dan kode verifikasi 

akan dikirimkan ke alamat email atau nomor telepon terdaftar. 

k. Masukkan kode verifikasi yang dikirimkan dan klik tombol 

kirim SPT. 

l. Lalu Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima elektronik 

SPT Tahunan yang dikirimkan ke email. 

 
2). Manfaat Sistem Online (E-Filing) 

 
Dengan hadirnya sistem pelaporan pajak atau SPT secara online, 

memberikan berbagai manfaat bagi setiap wajib pajak. Membantu 

Wajib Pajak dalam melakukan penyelesaian administrasi pajak 

termasuk pelaporan pajak dengan lebih mudah dan praktis. Berbagai 

manfaat yang diperoleh hadirnya sistem pelaporan pajak online 

melalui e-Filling pajak yaitu: 
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1) Dengan adanya sistem pelaporan pajak secara online bisa 

mempermudah para wajib pajak untuk melakukan perekaman 

data SPT di dalam database Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

2) Mengurangi intensitas pertemuan langsung antara wajib pajak 

dengan petugas pajak. Dimana wajib pajak tidak harus selalu 

datang menuju kantor pelayanan pajak (KPP), apalagi mereka 

yang tinggal di kota besar yang umumnya membutuhkan waktu 

lebih banyak karena ada kemungkinan jalan macet. 

3) Mengurangi terjadinya antrian panjang yang terjadi pada 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selain itu, juga mengurangi 

beban pekerjaan di saat proses penerimaan Surat Pajak 

Tahunan (SPT). 

4) mengurangi banyaknya berkas fisik atau kertas yang ada pada 

dokumen perpajakan, karena dengan adanya e-filing ini secara 

otomatis akan mengurangi penggunaan kertas baik itu yang 

dibawa langsung oleh wajib pajak ataupun yang dicetak oleh ke 

kantor pelayanan pajak, di mana Meminimalisir terjadinya data 

yang hilang atau rusak di saat proses arsip sedang berlangsung. 

5) Keuntungan dari e-filing selanjutnya yaitu mempermudah dari 

proses perekaman data yang diinput langsung oleh wajib pajak, 

jika sebelumnya proses tersebut dilakukan secara manual oleh 

petugas pajak dengan adanya e- filing ini tentu akan sangat 

membantu penginputan basis data langsung oleh wajib pajak 

melalui aplikasi e-filing. 
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2. Deskripsi Data 
 

a. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan 

Belawan 

Sejak tahun 1964 terdapat kantor pajak yang dikenal sebagai 

inspektorat Keuangan di jalan sukamulia NO 17A Medan yang 

diwilayah kerjanya Meliputi Sumatra Utara dan Daerah Istimewa Aceh 

yang kemudian dipisahkan menjadi inspeksi Pajak Banda Aceh, akibat 

terjadi reoganisasi pada inspektorat Keuangan pada tahun 1964. Pada 

tahun 1976 Inspeksi Pajak Medan Kembali dibagi menjadi dua bagian 

yaitu: 

1) Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara yang beralamat di jalan 

sukamulia NO. 17A Medan, meliputi sebagian wilayah kota 

Medan, Kabupaten Langkat dan kota Binjai. 

2) Kantor Inspektorat Pajak Medan Selatan yang beralamat di 

jalan Diponegoro NO.30A Medan. 

Kemudian terhitung tanggal 1 April 1989 Kantor Inspeksi Pajak di 

seluruh Indonesia diubah menjadi kantor Pelayanan pajak (KPP) yang 

kemudian juga membuat Kantor inspeksi pajak menjadi 3 bagian yaitu: 

1) Kantor pelayanan Medan Utara, kantor pelayanan Medan 

Selatan 

2) Kantor Pelayanan Medan Barat. 
 

Sejak tanggal 3 agustus 1993 melalui keputusan Menteri keuangan 

Nomor: Kep 758/KM/01/1993 Kantor pelayan pajak pada Jajaran 

kanwil I Sumbagut dibagi menjadi 4 (Empat) KPP Yang baru, yaitu: 
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1) Kantor   Pelayan   Medan   Utara   yang   beralamat di jalan 

kejaksaan No.2 Medan. 

2) Kantor Pelayanan Medan Barat yang beralamat di jalan 

Sukamulia No.17A Medan. 

3) Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur yang beralamat di jalan 

Diponegoro No.30A Medan. 

4) Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang beralamat di jalan Asrama 

No.1 Medan. 

Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan Semula bernama kantor 

Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan surat Menteri 

Keuangan Nomor: 94/KMK/.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang 

kemudian diubah Namanya menjadi Kantor Pelayan Pajak Medan 

Belawan dengan surat Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor:443/KMK/.01/2001 tanggal 21 Juli 2001 Dan dengan adanya 

modernisai di lingkunan Direktorat Jendral Pajak (DJP), Maka sejak 

tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak. 

Pratama Medan Belawan yang merupakan gabungan dari Kantor 

Pelayanan Pajak,serta Kantor Pemerikasaan dan Penyidikan Pajak 

(KARIPKA) yang akan melayani pph dan ppN serta melakukan 

pemeriksaan tetapi buakan sebagai lembaga yang memutuskan 

keberatan. 

KPP Pratama adalah instansi vertical Direktorat Jendaral Pajak 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala 

Kantor Wilayah pembentukan KPP Pratama serta prubahan alamat 
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kantor terdapat 8 Unit KPP Pratama dilingkungan Kanwil Sumatra 1, 

diantaranya adalah : 

1) KPP Medan Timur yang beralamat dijalan sukamulia 

Medan ,wilayah kerjanya yaitu Kecamatan Medan Timur, 

Medan Tembung dan Medan perjuangan. 

2) KPP Pratama Medan Kota yang beralamat di Gedung 

Keuangan Negara 1 (GKN) Lt. II dan IV Jalan Diponegoro 

No.30A Medan, dengan Wilayah Kerja Kecamatan Medan 

Kota, Medan Area, Medan Denai dan Medan Amplas. 

3) KPP Pratama Medan Polonia yang beralamat di jalan 

Sukamulia No.17A Medan, dengan Wilayah Kerjanya yaitu 

meliputi Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, Medan 

Polonia, Medan baru dan medan tuntungan. 

4) KPP Pratama Medan Barat yang beralamat di JL.Asrama 

No.7A Medan dengan Wilayah Kerja Kecamatan Medan 

Barat. 

5) KPP Pratama Medan Petisah yang beralamat di JL.Asrama 

No.7A Medan dengan Wilayah Kerjanya meliputi Medan 

Petisah, Medan Helvetia dan Medan sunggal. 

6) KPP Pratama dan Belawan yang beralamat di JL.K.L. Yos 

Sudarso KM.8,2 Tanjung Mulia Medan, dengan wilayah 

Kerja meliputi Kecamtan Medan Deli, Medan Labuhan, 

Medan Marelan, danj Medan Belawan. 
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7) KPP Pratama Binjai yang beralamat JL.jambi No.1 

Binjai,dengan Wilayah Kerja meliputi Kota Binjai dan 

Kabupaten Langkat. 

8) KPP Pratama Lubuk Pakam yang beralamat di JL. 

Diponegoro NO.42- 44 Lubuk Pakam dengan Wilayah 

Kerja meliputi Kabupaten Deli serdang. 

Kantor Pemerintah ini mempunyai kewajiban untuk memudahkan 

pengawasan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam 

membayar pajak. Struktur organisasi yang digunakan Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Belawan adalah struktur organisasi lini dan 

staf,yang dipimpin oleh seorang kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan beberapa seksi yang dipimpin 

oleh masing-masing seorang kepala seksi agar dapat lebih jelas dan 

transparan tentang keadaan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Belawan. 

b. Visi dan Misi KPP Pratama Belawan 
 

Sebagai bagian Direktorat Jendral Pajak (DJP) KPP Pratama 

Medan Belawan memiliki visi dan misi yang sejalan dengan 

DJP.Adapun visi dan misi KPP Pratama Medan Belawan sebagai 

berikut : 

1) Visi 
 

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem 

administrasi perpajakan moderen yang efektif, efisien, dan 
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dapat dipercaya masyarakat dengan integritas dan 

profesionalisme yang tinggi. 

2) Misi 
 

a) Fiskal 
 

Menghimpun penerimaan dalam negeri sektor 

pajak yang mampu menunjang kemandirian 

pembiayaan pemerintah berdasarkan undang- 

undang dengan singkat efeksipitas dan efisensi 

yang tinggi. 

b) Ekonomi 
 

Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam 

mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan 

kebijakan perpajakan yang meminimalkan distorsi. 

c) Politik 
 

Mendukung proses demokrasi bangsa. Senantiasa 

memperbaharui diri. Selaras dengan aspisrasi 

masyarakat, dan teknorasi perpajakan serta 

administrasi perpajakan mutakhir. 

c. Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Belawan 
 

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan 

Belawan terdiri dari empat Kecamatan yaitu: 

1) Kecamatan Medan Labuhan 
 

2) Kecamtan Medan Marelan 
 

3) Kecamatan Medan Deli 
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4) Kecamatan Medan Belawan 
 

d. Kegiatan Operasional KPP Pratama Medan Belawan 
 

Kantor pelayanan pajak Pratama Medan Belawan mempunyai tugas 

pokok yaitu melaksanakan kegiatan operasinal pelayanan perpajakan 

dibidang pajak penghasilan (PPH), Pajak pertambahan Nilai (PPN), 

Pajak Penjulan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung 

Lainnya (PTLL) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan praturan 

yang berlaku.Dalam melakukan tugasnya, Kantor Pajak preatama 

Medan Belawan menyelengarakan fungsi : 

a. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan 

potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan 

objek, dan objek pajak. 

b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. 
 

c. Pengadiministrasian dokumen dan berkas perpajakan, 

penerimaan dan pengolahan surat Pemberitahuan (SPT) serta 

penerimaan surat lainnya. 

d. Penyuluhan perpajakan. 
 

e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak (WP). 
 

f. Pelaksanaan ekstensifikasi Perpajakan. 
 

g. Penatausahaan piutang dan pelaksanaan penagihan pajak. 
 

h. Pelakasanaan Pemeriksaan pajak. 
 

i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. 
 

j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan dan pelakasanaan 

intensifikasi perpajakan. 
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k. Pembetulan ketetapan pajak 
 

e. Struktur Organisasi KPP Pratama Pratama Medan Belawan 
 

Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi untuk 

menggambarkan secara jelas unsu-unsur yang membantu pimpinan 

dalam menjalankan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi 

yang jelas dapat diketahui posisinya,tugas dan wewenang setiap 

anggotanya. Jenis struktur organisasi yang digunakan oleh pelayanan 

kantor pajak Pratama Medan Belawan adalah menggunakan jenis 

struktur organisasi Linier dan staff, yang berada dibawah naungan 

kordanisasi Kepala kantor Wilayah I Dirjen Pajak Sumbagut,di mana 

seluruh pegawainya adalah Pegawai Negeri Sipil dibawah naungan 

Kementerian Kuangan Republik Indonesia. 

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan 

Belawan berdasarkan fungsi pajak bukan jenis pajak. Kantor 

pelayanan pajak Pratama Medan Belawan membawa 10 seksi /Sub 

bagian umum dan kelompok fungsional pemeriksa pajak yang mana 

Seksi waskon terdiri orang Account Representative (AR). Dibantu 

pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dipimpin 

oleh Seorang Kepala Seksi/ Kepala Sub Bagaian Umum dan dibantu 

oleh Account Representative (AR) dan pelaksana. Adapun Seksi/ Sub 

Bagian Umum dan kelompok fungsional tersebut adalah: 

a. Sub bagian Umum 
 

b. Seksi pengolahan Data dan Informasi Perpajakan 
 

c. Seksi Pelayanan 
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d. Seksi Pemeriksaan 
 

e. Seksi penagihan 
 

f. Seksi Ekstensifikasi 
 

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1 
 

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2 
 

i. Seksi Pengawasan dan konsultasi 3 
 

j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 4 
 

k. Kelompok Fungsional. 
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Bagan Organisasi KPP Pratama Medan Belawan 
 
 

 

Sumber : KPP Pratama Medan Belawan 
 

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi KPP Medan Belawan 
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3. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan 
 

a. Jenis dan Bentuk Kegiatan PPL 
 

Berdasarkan persetujuan dari kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Belawan penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan, 

terhitung mulai tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan 05 mei 2023 

yaitu mengikuti jadwal yang telah dibuat oleh koordinator yang telah 

ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan. Jadwal yang 

sudah ditentukan oleh koordinator ada 2 shift yaitu, shift pagi yang 

dimulai dari pukul 7.30 pagi sampai pukul 12.00 siang dan shift kedua 

dimulai dari pukul 12.00 siang sampai pukul 04.00 sore. Selama 

pelaksanaan PPL ini penulis diberikan kesempatan oleh KPP Pratama 

Medan Belawan untuk melaksanakan pekerjaan pada seksi palayanan 

pada bidang SPT Tahunan. 

Adapun bentuk kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan 

Kegiatan Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Belawan sebagai berikut : 

1) Membantu Wajib Pajak dalam pembuatan Email. 
 

2) Membantu Wajib Pajak Mendaftar DJP Online. 
 

3) Membantu Wajib Pajak mengubah password DJP dengan 

password baru. 

4) Membantu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pengisian SPT 

Tahunan (1770 S dan 1770 SS) 
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b. Prosedur Kerja 
 

Sebelum melaksanakan pekerjaan PPL penulis terlebih dahulu 

diberikan pengarahan dari staff/pegawai di seksi pelayanan tentang tata 

cara yang harus diperhatikan, agar pekerjaan yang dilakukan sesuai 

dengan prosedur yang telah dibuat / ditetapkan di KPP Pratama Medan 

Belawan. Adapun prosedur kerja yang penulis kerjakan di Seksi Pelayanan 

pada KPP Pratama Medan Belawan adalah : 

 
1) Membantu Wajib Pajak Dalam Pembuatan Email 

 
Disini penulis membantu Wajib Pajak yang tidak mempunyai email 

atau email la tidak aktif dengan membuatkan email baru: 

a) Buka halaman login akun google. 
 

b) Klik buat akun. 
 

c) Masukan nama dikolom nama pengguna. 
 

d) Masukan dan Konfirmasi kata sandi. 
 

e) Klik berikutnya tambahkan nomor telepon. 
 

f) Klik berikutnya 
 
 

2) Membantu Wajib Pajak Mendaftar Akun DJP Online 
 

Disini penulis mendaftarkan Wajib Pajak yang belum memiliki akun 

DJP online 

a) Masukan NPWP, nomor EFIN dan kode keamanan kemudian klik 

"verifikasi" 

b) Isi data yang diminta dan buat kata sandi. 
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c) Setelah daftar, akan menerima email berisi identitas pengguna, 

kata sandi dan tautan. 

d) Klik Tautan Tersebut untuk mengaktifkan akun DJP online. 
 

e) Setelah terdaftar dan aktif, masuk menu "profil lengkap", 

kemudian pada menu Gak Akses klik semua fitur lalu klik "ubah 

akses". Login Kembali dan akun DJP online sudah dapat 

digunakan untuk seluruh layanan pajak online, salah satunya 

efiling. 

 
3) Membantu Wajib Pajak Mengubah Password DJP Dengan Password 

Baru 

a) Buka website DJP online. 
 

b) klik lupa kata sandi. 
 

c) Setelah diarahkan ke permohonan ubah kata sandi, masukan 

NPWP dan nomor EFIN. 

d) Kemudian dapat mengubah email untuk menerima kata sandi 

baru, jika menghendakinya dengan memilih "YA" pada pilihan 

"Lupa Email?". 

e) Jika mengubah email, maka kata sandi akan dikirimkan ke email 

yang baru dan email tersebut selanjutnya akan digunakan oleh 

sistem untuk mengirimkan pesan. 

 
 

4) Membantu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pengisian SPT Tahunan 

(1770 S dan 1770 SS) 
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Disini penulis ditugaskan untuk melayani Wajib Pajak Orang 

Pribadi yang ingin melaporkan SPT Tahunannya, penulis 

mengasistensi para Wajib Pajak (WP) baik pegawai swasta, Aparatur 

Sipil Negara (ASN), Polisi, dan Wiraswasta: 

a) Pertama-tama penulis memanggil Wajib Pajak sesuai dengan 

nomor antrian yang sudah diambil oleh Wajib Pajak secara 

berurut. 

b) Kemudian penulis memberikan salam dengan Wajib Pajak 

sembari memperkenalkan diri dan mempersilahkan Wajib 

Pajak duduk juga menanyakan hal apa yang dapat penulis 

bantu. 

c) Meminta data akun DJP online berupa NPWP dan Password 

juga bukti potong. Apabila data yang dimiliki Wajib Pajak 

sudah lengkap, maka penulis akan membuka akun DJP melalui 

situs resmi www.pajak.go.id. 

d) Buka website DJP online. 
 

e) Login dengan akun DJP online Anda (identitas pengguna : 

NPWP dan kata sandi). 

f) Pilih menu “e-filing”. 
 

g) Pilih menu “buat SPT”. 
 

h) Setelah itu akan ada opsi pengisian formulir SPT yang 

diberikan kepada anda baik 1770 SS dan 1770 S. Pilih yang 

sesuai dengan penghasilan Wajib Pajak per tahun. 
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i) Isi formulir berdasarkan tahun pajak dan status SPT dan klik 

langkah selanjutnya. 

j) Di sini Wajib Pajak akan diarahkan untuk mengisi data langkah 

demi langkah yang terdiri dari 18 tahap. Mulai isi data terkait 

penghasilan final, harta yang dimiliki hingga akhir tahun pajak, 

hingga daftar utang yang dimiliki pada tahun pajak tersebut. 

k) Jika Wajib Pajak tidak memiliki utang pajak dan lainnya maka 

akan muncul status SPT Wajib Pajak, yakni nihil, kurang bayar 

atau lebih bayar. Kemudian, lakukan isi SPT sesuai dengan 

status 

l) Jika telah selesai maka klik tombol setuju dan kode verifikasi 

akan dikirimkan ke alamat email atau nomor telepon terdaftar 

m) Masukkan kode verifikasi yang dikirimkan dan klik tombol 

kirim SPT. 

n) Lalu Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima elektronik 

SPT Tahunan yang dikirimkan ke email. 

o) Melakukan survei kepuasan terhadap pelayanan asistensi di 

KPP Medan Belawan. Penulis melakukan survei setelah 

membantu Wajib Pajak dalam melaporkan SPT nya dengan 

mengisi berupa link asistensi dari Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Belawan dengan cara: 

1) Membuka link yang telah disediakan. 
 

2) Mengisi nomor NPWP. 
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3) Kemudian memberikan penilaian yang telah disediakan di 

link tersebut sesuai dengan pelayanan asistensi. 

4) Kritik dan saran untuk asistensi pelayanan. 
 

5) Mengisi nama asistensi pelayanan. 
 

6) Kemudian kirim jawaban tersebut. 
 

p) Setelah selesai melakukan asistensi penulis mengucapkan 

salam dan terimakasih kepada Wajib Pajak 

 
c. Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Pemecahannya 
 

Kendala-kendala yang dihadapi adalah : 
 

1) Ada sebagian Wajib Pajak tidak membawa bukti potong PPh 

Pasal 21 (Formulir 1721 Al untuk pegawai dan 1721 A2 untuk 

ASN) sehingga penulis tidak dapat membantu WP dalam 

melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui 

efilling. 

2) Bukti potong wajib pajak nilainya berbeda dengan yang 

disitem djp online sehingga PPh yang dipotong kurang 

bayar/lebih bayar. 

3) Wajib Pajak sering kali tidak tau atau bahkan lupa nomor efin 

dan password djp online. 

4) Ada beberapa Wajib Pajak yang tidak mempunyai e-mail atau 

lupa kata sandi e-mail. 

5) Website DJP Online bermasalah dikarenakan terlalu banyak 

yang mengunjungi atau masuk website tersebut untuk 

melaporkan SPT Tahunannya: Internal Server Error. 
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Upaya Pemecahan untuk kendala tersebut : 
 

Dengan adanya kendala-kendala yang penulis hadapi, penulis 

dapat melakukan pemecahan masalah yang terjadi. Untuk 

permasalahan yang tidak bisa penulis selesaikan penulis dibantu oleh 

kakak/abang di bagian pelayanan, Pemecahan masalah yang dapat 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

1) Menyarankan Wajib Pajak untuk datang kembali besok dan 

membawa atau melengkapi segala keperluan pengisian SPT 

Tahunan seperti: NPWP dan Bukti Potong 1721. 

2) Menanyakan permasalahan tersebut kepada kakak/Abang 

bagian pelayanan. Ketidaksamaan antara PPh yang telah 

dipotong dan disistem biasa dialami oleh Wajib Pajak yang 

bekerja di bagian Pemerintah. Ada Bendahara Pemerintah 

yang masih mengunakan perhitungan pemotongan yang lama. 

Sehingga PPh terutang tidak sama antara bukti potong dengan 

sistem pelaporan e-filing. Menurut informasi yang penulis 

dapatkan dari kakak/Abang pelayanan masalah ini umum 

terjadi. Dan untuk pelaporan nya mengikuti yang sudah 

ditentukan di sistem pelaporan e-filing. 

3) Mendampingi serta membantu Wajib Pajak mendapatkan 

password baru agar Wajib Pajak bisa mengerti cara 

mendapatkan password baru jika lupa password saat akan 

login ke DJP online tahun berikutnya. 
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4) Membuat e-mail baru untuk Wajib Pajak yang belum 

mempunyai e-mail melalui gmail. 

5) Jika terjadi server atau website DJP sedang bermasalah, 

penulis menyarankan Wajib pajak untuk menunggu atau 

datang besok karena jika website bermasalah membutuhkan 

waktu yang tidak sedikit agar kembali seperti semula 

 

4. Analisis dan Pembahasan 
 

Tentang Pelaporan SPT Orang Pribadi Secara Online Untuk 

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak 

Penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan penerimaan 

terbesar dibandingkan dengan penerimaan negara sektor lainnya. 

Namun hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepatuhan 

Wajib Pajak pribadi di Indonesia masih berupa enforced tax 

compliance dengan denda pajak menjadi determinan utama 

(Cahyonowati, 2011; 2012) kebijakan peningkatan denda pajak akan 

kurang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak sukarela (Kogler, 

2013, Kirchler, 2008). 

Melihat hal tersebut, pemerintah Indonesia melakukan peningkatan 

pelayanan terhadap wajib pajak dengan membangun sistem online 

yang diterapkan diseluruh KPP di Indonesia. Salah satunya pada KPP 

Pratama Medan Belawan yang menggunakan sistem online dalam 

pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi menggunakan efiling. 

Pelaporan dengan sistem online menggunakan efiling yang dilakukan 

di KPP Pratama Medan Belawan ini berjalan dengan baik sesuai 
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dengan tata cara perundang-udangan yang ditetapkan yaitu, Peraturan 

Dirjen Pajak Nomor : PER - 06/PJ/2014 tentang Tata Cara 

Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang 

Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770S Atau 1770SS Secara E- 

Filing Dan Merupakan Pegawai Tetap Pada Pemberi Kerja Tertentu 

melalui situs resmi DJP (www.pajak.go.id). 

Sistem Online cocok diterapkan di era globalisasi ini yang mana 

hampir seluruh Wajib Pajak bisa menggunakan gadget maupun laptop 

sehingga hanya untuk melaporkan SPT tahunan Wajib Pajak sudah 

tidak perlu direpotkan lagi untuk datang ke KPP secara langsung 

karena sudah adanya sistem yang bisa membantu Wajib Pajak dalam 

pelaporan SPT tahunan. Waktu yang diperlukan dalam pelaporan SPT 

dengan sistem online juga cepat dan tata cara pelaporan SPT dengan 

sistem online juga mudah dipahami oleh para Wajib Pajak. Wajib 

Pajak yang selama ini merasa kesulitan dan memakan waktu dalam 

pengisian SPT secara manual telah dipermudahkan dengan adanya 

sistem online menggunakan efiling. Selain memudahkan para Wajib 

Pajak pihak DJP juga lebih mudah mendapatkan data para Wajib Pajak 

karena melalui sistem data langsung berkesinambungan ke DJP. 

Walaupun pelaporan dengan sistem online ini dapat membantu 

masyarakat dalam pelaporan SPT tahunan tetapi masih saja ada Wajib 

Pajak yang belum bisa menggunakan e-filling tersebut karena terdapat 

kesenjangan teknologi. Namun KPP Pratama Medan Belawan tetap 

berusaha untuk lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan 
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melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi ke instansi pemerintah 

seperti sekolah, pabrik dan mengadakan pojok pajak ke beberapa mall. 

Dapat dilihat dari laporan DJP jumlah pelaporan SPT secara 

online atau elektronik yang terus meningkat 5 tahun terakhir sejak 

2018-2022. Hanya sekali, yaitu pada tahun 2020 kepatuhan pelaporan 

SPT Wajib Pajak menurun. 
 

Pada tahun 2018, pelaporan SPT Orang Pribadi mencapai 

10.590.000. Kemudian naik untuk tahun 2019 mencapai 11.320.083. 

Namun untuk tahun 2020 pelaporan SPT Orang Pribadi menurun 

menjadi 10.603.141. Kemudian untuk tahun berikutnya 2021, kembali 

naik mencapai 11.608.649 dan untuk tahun 2022 juga meningkat 

mencapai 11.682.479. 

Dapat disimpulkan bahwa sistem online dalam pelaporan SPT 

menggunakan efiling yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Medan Belawan dikatakan efektif untuk meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak yang mana tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

meningkat 2,88% semenjak diterapkan sistem online menggunakan 

Efiling dalam pelaporan SPT dan dapat meminimalkan biaya dan 

waktu sehingga dapat memudahkan Wajib Pajak dalam penyampaian 

SPT tahunan. Selain itu, penyampaian SPT tahunan bisa dilakukan di 

mana saja dan kapan saja tanpa perlu datang ke kantor pajak sehingga 

menyebabkan semakin banyaknya Wajib Pajak yang memanfaatkan 

sistem e-filling. 
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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 
 

Berdasarkan program pengalaman lapangan (PPL) tentang "Pelaporan SPT 

Orang Pribadi Dengan Sistem Online Untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak 

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan" Penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut; 

1) Kegiatan program pengalaman lapangan yang dilakukan di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan untuk memenuhi syarat 

mata kuliah serta mengaplikasikan ilmu dan keterampilan selama 

perkuliahan ke dunia kerja. Kegiatan program pengalaman lapangan 

dilakukan di bagian pelayanan dengan pekerjaan yang dilakukan 

adalah membantu Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan dengan 

sistem online menggunakan Efiling. 

2) Sistem online menggunakan Efiling dalam pelaporan SPT Tahunan 

yang diterapkan pada KPP Pratama Medan Belawan berjalan dengan 

baik dan sesuai tata cara Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER - 

06/PJ/2014. 

3)  Adanya perbandingan dalam hal kemudahaan mengakses pelaporan 

SPT secara manual dan sistem online menggunakan E-Filling. Dimana 

sesudah penerapan sistem online menggunakan Efiling dapat 
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mengurangi resiko data yang hilang atau rusak dan data para Wajib 

Pajak bisa langsung terakses ke pihak DJP. 

4) Dalam penerapannya sistem online menggunakan Efiling yang 

dilakukan pada KPP Pratama Medan Belawan dikatakan efektif untuk 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang mana tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak yang lapor SPT dengan sistem online menggunakan 

Efiling meningkat 2,88%. 

 

 
2. Saran 

 
Adapun saran yang penulis tuangkan dalam laporan tugas akhir ini selama 

melakukan program pengalaman lapangan (PPL) di Kantor Pelayanan Pajak 

Belawan; 

1) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan sebaiknya sering mengadakan 

seminar-seminar perpajakan tentang peraturan terbaru dan terupdate yang 

dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pajak. Dengan mengadakan acara 

seperti itu, diharapkan Wajib Pajak lebih bisa mengetahui perkembangan 

tentang undang-undang perpajakan 

2) Memberi informasi terlebih dahulu atau pengarahan kepada wajib pajak 

apa saja yang diperlukan untuk pelaporan pajak dan mengingat kan 

kepada wajib pajak bahwa harus menyimpan EFIN dan kata sandi Gmail 

dan harus membawa bukti Potong. 

3) KPP Pratama Medan Belawan harus selalu mempersiapkan jaringan 

konesi internet yang bagus untuk mendukung dalam pelaporan SPT 

tahunan menggunakan web DJP Online. 
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